Uty skl ool
SR Y NN
- BHARTI NN

LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh :
REZA AZHARI, S.H., LL.M.
NIP. 198807182018012001

PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR |
LEMBAGA ADMINISTRASINEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018



LEMBAR PENGESAHAN
Laproan Aktualisasi-Latsar CPNS Golongan II1

Angkatan I - 2018

Judul . Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP . 198807182018012001

NDH . 06

Golongan/Pangkat . IlIb/Penata Muda Tingkat [

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R1

Disetujui untuk diujikan dan telah diseminarkan dalam Seminar Laporan Aktualisasi yang
dilaksanakan pada haii Selasa tanggal 25 September 2018 di Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur Negara | Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Jatinangor.

Jatinangor, 25 September 2018

Coac Mentor,
A
Dr. H. Dedi A. Barnadi, Drs., S.H., M. Si Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 195503171983011002 NIP. 196311032000032004
Penguji,

Muhammad Afif [u aqin, S.Sos
NIP. 198604172009121001

o



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN wciscninasnommeessessussonstsssisisiiseisistssmovasannssssvsssesssssissss siissiamianons 2
DAF TAR IS oovcosmesussimnissiiniaemmmssnss sy siiiiiiissiam somseso s esssssss s QiTsisinmssshrsssasnmress 3
BABI PENDAHULNAN Giiuiinssmsussvisssssisstsiossiiisosssensemnensscsisssssssssisiiiissssisisommmmenrs 4
A, LATAT BElaleans. .. ... oummavsssssicnsssasstsssiiiinimnsmmememmasss ctsas st g i s 4
B Tiuai ARS8 v momemmumsosens osmsessn s s isssiiismmmesnsansssossanamassass S fammness 5
CoRuang LingRD WA s csmsomemmsaossnsosmessseis g mmmemsamss e s s 5
D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UNAANG-TIRABNE ... o evnermimvssessssanssimisimisisssmmsmmmmmssnsess s e R e smesenss 5
BABII KEGIATAN AKTUALISASL ...ccommuussssssospsssivisissssssssssssonsnusossnsssossssssssississess 13
A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara..........cccoovviviiiiiiiiiinn 13
B. Rancangan AKTUAIISAST «.ossmiminememmemmsennsessnvssesssrs £33 585t samananrs somssongiss 16
BAB III CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASL....cccccevinvinnisnnsensunssscssssssasascassesassarsasanne 26
A. Capaian Kegiatan ARMIALSHSI......cuwssisismimmmmmmmenmnsmusssessnsss sss 0855556 (58 anmes 26
B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi...........cccoooooiveiiinniiiiiiiieic, 27
C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
oy 0173 @7 U S S OS——————— 28
BAB YL PENUTUP cinrmmossminssmsissisisisssomemsanivsssssii s eisiiismiinmmmmemessssass vshiss 41
A BBBUNPOIILL. ... mcmevsmesicssossnsiiigisiin samsnssmmssesosssnssm s st A s o s SR B3 41
B BN oociimmsninamenmmmmmasomsonssssss T e A S S TR R A AR T 41
DAFTAR PUSTAKA ovsmmisinssovnsesossorisniusssaiisiisnsssaisssnsssansnsvenssssysssssossiiisisisiionsons 42

(o8}



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam pembukaan UU ASN bagian
konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan
peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD
Tahun 1945.

Pasal 10 UU ASN menyebutkan fungsi dari Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga
fungsi ASN tersebut diharapkan tujuan nasional dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN
Latsar CPNS Golongan III). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta
Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam

waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja.



B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi kegiatan mempunyai beberapa tujuan, masing-masing yaitu:
1. Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang
terdiri atas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti

Korupsi (selanjutnya disebut ANEKA).

)

Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalam ruang lingkup aktualisasi
kegiatan. '

. Peningkatan kualitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian

(95}

DPR RI sehingga dapat mendorong perwujudan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup Waktu

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan

Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Juni-12 September 2018.

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR RI memiliki
tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi
konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013
(selanjutnya disebut UU MD3). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Keahlian DPR RI
DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya memerlukan
sistem pendukung (supporting system) yang memberikan dukungan administratif,
persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi,
dan kompetensi yang memadai.Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.Sekretariat Jenderal DPR RI

berfungsi melaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian



DPR RI melaksanakan fungsi dukungan keahlian.Pada pertanggungjawabannya,
Badan Keahlian DPR RI secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan
secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RIL

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki visi dan misi tahun 2016-

2019 sebagai berikut:

VISI
Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl  yang

profesional,andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR R

MISI
I. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal,
transparan, dan akuntabel.

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
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Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan

tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 30

o

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;



2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Keahlian;

3) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-
undang kepada DPR RI;

4) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada
DPR RI;

5) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas
keuangan negara kepada DPR RI;

6) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR
RI;

7) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan
kepada DPR RI,

8) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan

9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris
Jenderal.
Peran dan fungsi dukungan keahlian. Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan

melaluilima pusat yaitu:

1) Pusat Perancangan Undang-Undang;

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

3) Pusat Kajian Anggaran;

4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;

5) Pusat Penelitian.




2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak
UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang
memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi
pengawasan.
a. Puspanlak UU memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan

dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan

yang aspiratif dan akuntabel.

MISI

1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan
Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di
persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2) Mewujudkan kuaiitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3) Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan pelaksanaan undang-
undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel. dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69

ayat (1) huruf ¢ UU MD3 jo. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan

mempunyai wewenang dan fungsi:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.

2) Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

3) Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.



Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI
Juga memiliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas,
Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:

1) Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK.

2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang
politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi,
keuangan, industri dan perdagangan; dan

3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

4) Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat waktu dan

akuntabel.

b. Fungsi Puspanlak UU
Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
iingkungan Puspanlak UU;
5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan
pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK
6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
7) Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan
penanganan perkara pengujian undang-undang di MK
8) Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
9) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK,
10) Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
11) Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan

12) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.



Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak UU digambarkan sebagai berikut:
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¢. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai

pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

a) Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan

uraian tugas sebagai berikut:

1)
2)

5)

6)
7)

8)

9)

Menelusuri UU yang akan dipantau;

Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;

Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU
lain;

Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan
UU yang dipantau;

Menyusun “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel I;
Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
Narasumber Pusat;

Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
Narasumber Pusat (per K/L);

Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);

10



10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;

11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusat/l Narasumber;

12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel II;

13) Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
Narasumber Daerah;

14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
Narasumber Daerah (per K/L);

15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan
stakeholder daerah;

16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);

[7) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per
stakeholder);

18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah  (per
stakeholder);

19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per
daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;

21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;,

22) Menyempurnakan “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel

T.

i,

23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.

b) Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;
2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);

3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan

pelaksanaan (per UU);
4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU);

6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU),

11



¢) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang;

1

4)

Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, reka erkara,
o

permintaan dan data risalah dan distribusinya.
Penyusunan draft Keterangan DPR.

Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan

Permohonan Perkara Pengujian UU.

Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan

endampingan Tim Kuasa.
p ping

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan

MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang;

1

2)

Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan;

Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang

diujikan.

¢) Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK,

serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK.

4)

Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji;
Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK

Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusar

MK;

Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.



BAB 11
KEGIATAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus didasari atas lima nilai-nilai dasar
profesi ASN yaitu:

I.  Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban terhadap amanah
vang diberikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntabilitas pada suatu organisasi akan
berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme
akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem
akreditasi, dan sistem pengawasan.Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam
menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu:

a. Kepemimpinan

Pimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel
vang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example),
menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang
tinggi dalam melakukan pekerjaan.

b. Transparansi

Tujuan dari adanva transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama
vang lebih baik antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan
akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada
pimpinan.

c. Integritas

Integritas individu pada institusinya akan memunculkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ULerlaku, sehingga muncul kepercayaan
masyaralat (public trust) terhadap institusi tersebut.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan
yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan mebawa konsekuensinya.

e. Keadilan

13
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o

Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga

institusi mampu bekerja secara maksimal.

f. Kepercayaan
Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hal-hal yang
tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya
akuntabilitas.

g. Keseimbangan
Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseimbangan
antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas.

h. Kejelasan
Agar individwkelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka harus ditetapkan
tujuan dan hasil yang akan dicapai secara jelas terlebih dahulu.

i. Konsistensi
Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki dampak pada
lingkungan kerja yang akuntabel.

Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan

negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Secara lebih luas, nasionalisme dapat

dikaitkan pula dengan Pancasila schingga nasionalisme kemudian dimaknai sebagai:

a.

b.

e o

Menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan pribadi dan golongan.
Bangga dan tidak merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia.

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia.

Mengembangkan sikap tenggang rasa.

Etika Publik

Etitka publik adalah refleksi atas standar/morma yang menentukan baik/buruk,

benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan

kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan Etika dapat

bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan formal,

keluarga, hati nurani, atau adat istiadat.Etika dickspresikan dalam bentuk wiraga

(tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana.

Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dari:



L.

Berpegang teguh pada Pancasila.

. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945.

Menjalankan tugas dengan profesional.

. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian.

Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.
Menjunjung tinggi etika luhur.

Bertanggungjawab terhadap kinerja.

. Mampu melaksakan kebijakan pemerintah.

Memberikan layanan secara cepat, tepat dan santun.
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas.
Menghargai komunikasi dan kerjasama.

Mengutamakan pencapaian hasil.

m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.

Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secaraa terintegrasi dengan

unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar

dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat

kaitannya dengan:

a.
b.

C.

1

€.

Q.

Efektivitas
Efisiensi
Inovatif
Kreativitas

Produktivitas

Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu:

a.
b.

Komitmen bagi kepuasan masyarakat.

Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah.

Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya
masyarakat tetap dapat merasakan kenyamanan publik.

Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, misalnya karena munculnya
kebijakan baru.

Menggunakan inovatif dalam pengambilan keputusan.

Upaya perbaikan secara berkelanjutan.
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5. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah suatu perilaku yang menghindari dari segala perbuatan yang
mengarahkan kepada korupsi.Sementara korupsi merupakan sebuah tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya disebut UU Tipikor) yang terwujud dalam tujuh perbuatan yang dapat
dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:
I) Kerugian Keuangan Negara
2) Suap-Menyuap
3) Penggelapan Dalam Jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan Curang
6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

7) Gratifikasi

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah:
1) Disiplin

2) Peduli

3) Kerja keras

4) Adil

5) Mandiri

6) Tanggung jawab

7) Sederhana

8) Berani

9) Jujur

B. Rancangan Aktualisasi

I. Analisa Kondisi
a. Kondisi Saat Ini (£xisting Condition)
Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI telah banyak dilakukan
pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Hingga tahun 2018, MK telah memutus

sebanyak 248 putusan dari total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau
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sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya  disebut UU
Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK
merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang.
Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut
dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk
menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Namun
demikian, hingga saat ini kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan
putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam
bentuk tabel/matriks.

Penyajian data undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan
secara rinci dalam bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun
demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan
Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian
data putusan yang terintegrasi dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja

yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.

. Kondisi Yang Diharapkan (/deal Condition)

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR
RI sebagai pembuat undang-undang melalui proses legislasi. Materi muatan yang
harus dimuat dalam undang-undang yang dibuat olch DPR RI yaitu:
1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;
2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti
perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi.
Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas memerlukan pasal/ayat yang telah
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diubah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk
dibaca dan dipahami.

Produk legislasi DPR RI berupa undang-undang organik saat ini telah
dipublikasikan dalam JDIH secara cepat dan dapat diunduhdengan bebas. Idealnya,
publikasi undang-undang yang telah dilakukan perubahan pasca putusan MK juga
seharusnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat
dengan mudah.

Puspanlak UU yang fokus menangani penanganan perkara permohonan
pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang
terintegrasi dengan undang-undang organik dalam satu dokumen terkait pasal-pasal
mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.
Diharapkan dengan dipublikasikannya perubahan undang-undang pasca putusan
MK yang terintegrasi dalam satu dokumen, dapat membantu anggota DPR RI,
pegawal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta
masyarakat luas dengan cepat mengetahui bagian mana saja dalam undang-undang

yang telah mengalami perubahan.

c. Gap Analysis
Antara kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi yang diharapkan

(ideal condition) diatas terdapat gap atau jarak berupa:

1) Adanya kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang
yang belum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan adalah
dengan membuat database undang-undang pasca putusan MK yang belum
terintegrasi dengan undang-undang organiknya.

2) Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudah
dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website
DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik

dengan hasil putusan MK yang belum terintegrasi dalam satu dokumen.

2. Penyebab
* Internal: Pengerjaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih
manual melalui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan

evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UU.
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e Eksternal: Belum terintegrasinya produk Puspanlak UU dengan produk DPR RI
dalam menindaklanjuti undang-undang vyang diubah oleh putusan MK
menyebabkan penyajian dokumen undang-undang organik masih terpisah dengan

hasil putusan MK.

3. Manfaat
o Internal: Memudahkan anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan rancangan undang-
undang dan kebijakan berbasis undang-undang.
o Eksternal: Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses undang-undang yang
telah diubah akibat putusan MK sebagai dasar hukum yang berlaku di seluruh

Indonesia.

4. Hasil/Output
Output yang akan dihasilkan dari rancangan ini adalah dokumen perpaduan
undang-undang organik dengan putusan MK yang akan ditampilkan dalam website
Puspanlak UU dan dapat diunduh secara bebas, dan akan terus diperbaharui setiap

kali ada putusan MK yang mengubah isi undang-undang.

5. Identifikasi Isu
Permasalahan diatas diharapkan dapat menjawab pelayanan publik menjadi lebih

efektif dan efisien dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

~ | e DPR RI memiiiki fungsi :
legislasi dalam membentuk dan
mengubah undang-undang.
| ® Puspanlak UU menjadi pusat
database putusan MK di DPR
' RI

» Tersedianya website Puspanlak
UU yang dapat diakses
langsung oleh masyarakat.

e Tiduk adanya sarana pendukung
berupa aplikasi yang dibuat khusus
untuk memasukkan data putusan
MK ke dalam undang-undang.

o Tidax adanya undang-undang yang
ditampilkan dalam JDIH dalam
bentuk file word, schingga
membutuhkan usaha untuk
konversi dokumen.

e Tindak lanjut putusan MK menjadi
undang-undang perubahan
merupakan wilayah politik hukum
DPR RI yang hingga kini belum
ditindaklanjuti melalui pengesahan
undang-undang perubahan.

¢ Masyarakat membutuhkan data |
undang-undang  yang telah
mengalami  perubahan  oleh
putusan MK.

o Kesempatan memberikan
pelayanan  informasi  yang
terbaru terkait undang-undang §
yang telah mengalami |
perubahan oleh putusan MK
menjadi  lebih  efektif dan
efisien. :




a. Isu yang ditetapkan
Dari paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihat 1su yang harus segera
ditangani yaitu belum optimalnya penyajian undang-undang pasca putusan
MK yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan

efisien.

b. Gagasan Pemecahan Isu
Dengan melihat kepada isu diatas, maka muncul gagasan untuk pemecahan isu
tersebut adalah dengan cara mengolah dan menginput putusan MK ke dalam
satu dokumen yang memadukan antara undang-undang organik dengan
putusan MK dan pertimbangan hukumnya, dan juga menampilkan di
website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR
RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

RI serta masyarakat luas.

c. Target Jangka Waktu

1) Pendek
Dalam waktu 3 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputns
MK pada tahun 2013 telah disajikan dalam dokuimen yang dipublikasikan
melalui website Puspanlak UU.

2) Menengah
Dalam waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus
MK pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang
dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

3) Panjang
Dalam waktu 1 tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus
MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

6. Rancangan Aktualisasi



Keterkaitan

Mengkonversi
file UU organic
dari .pdf menjadi
.doc
menggunakan
Nitro Pro

organik terkait
dalam bentuk
.doc

perkara pengujian
undang-undang

terhadap UUD Tahun
1945 yang
profesional, tepat
waktu akuntabel, dan
sesuai ketentuan
peraturan perundang-

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Substansi Mata If/?sﬁt&tzzist)ferh?dap Perggua .t‘a.r-l N11a1 :
Pelatihan ANEKA e caeameadt e
1. | Mengumpulkan 1. Menelusuri 1. Folder kumpulan Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
data putusan MK putusan MK Putusan MK Nasionalisme pemberian dukungan Transparan
terkait pengujian selama 2018 tahun 2108 keahlian kepada DPR Akuntabel
UU selama tahun 2. Mengidentifikasi | 2. Pemilahan RI dalam penanganan
2018 jenis putusan dokumen perkara pengujian
yang dihasilkan Putusan MK undang-undang
3. Mendata  amar vang dikabulkan terhadap UUD Tahun
putusan ke dalam seluruhnya atau 1945 yang
satu dokumen tafsiran bersyarat profesional, tepat
tahun 2018 waktu akuntabel, dan
3. Dokumen berisi sesuai ketentuan
amar putusan peraturan perundang-
tahun 2018 undangan
2. | Mengubah bentuk 1. Mengumpulkan 1. Folder kumpulan Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
dokumen UU dari UU organik UU organik Komitmen Mutu  |pemberian dukungan Akuntabel
.pdf menjadi .doc terkait dari JDIH terkait keahlian kepada DPR
DPR 2. Dokumen UU RI dalam penanganan
2.




undangan

3. | Menginput data 1. Memberi tanda 1. Dokumen UU Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
putusan MK pada pasal yang yang telah diberi Komitmen Mutu  |pemberian dukungan Akuntabel
kedalam dokumen mengalami tanda pasal yang keahlian kepada DPR
baru per nomor UU perubahan diubah oleh RI dalam penanganan

2. Memasukkan putusan MK perkara pengujian
amar putusan MK 2. Dokumen UU undang-undang
| ke dalam catatan yang telah terhadap UUD Tahun
\ pasal yang dimasukkan 1945 yang
| diputus catatan amar profesional, tepat
3. Memasukkan putusan MK waktu akuntabel, dan
pertimbangan sesuai ketentuan
hakim atas pasal peraturan perundang-
yang diubah undangan

4. | Membuat daftar | 1. Mendata UU 1. Daftar dokumen Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Transparan
dokumen UU yang vang telah UU yang telah Komitmen Mutu  |pemberian dukungan Akuntabel
telah diinput dilakukan input diberi input keahlian kepada DPR

putusan MK putusan MK RI dalam penanganan

\ 2. Mengurutkan UU 2. Folder kumpulan perkara pengujian

| vang telah diinput | UU yang telah undang-undang

é berdasarkan diinput putusan terhadap UUD Tahun

E tahun putusan MK 1945 yang

| profesional, tepat
waktu akuntabel, dan
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan

5. | Mempublikasikan 1. Koordinasi 1. Undangan  rapat Akuntabilitas 1. Memperkuat Andal




dokumen yang telah
diinput ke wecbsite
Puspanlak UU

9

(O8]

dengan TU untuk
menjadwalkan
rapat koordinasi
dengan BDTI
Menyiapkan
substansi rapat
dan prosedur
manual yang
akan dirapatkan
Rapat koordinasi
dengan BDTI
untuk membuat
halaman khusus
di website terkait
penyajian UU
yang telah
dimasukkan
putusan MK
Mengunggah
dokumen yang
telah diinput ke
website
Puspanlak UU

. Memperbaharui

dokumen UU
secara berkala per
bulan

9

koordinasi

. Dokumen pointer

materi rapat

. Daftar Absensi
rapat

. Laporan  Singkat
hasil rapat

. Unggahan
dokumen di

website Puspanlak
uu

Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen Mutu
Anti Korupsi

89

kelembagaan

Puspanlak uu
sebagai unit
organisasi  Badan

Keahlian DPR RI
dalam memberikan
dukungan keahlian
kepada DPR RI
dalam menjalankan
fungsi pengawasan

dan pemberian
Keterangan DPR
RI di persidangan
Mahkamah
Konstitusi yang
profesional dan
akuntabel.
.Mewujudkan

kualitas pemberian
dukungan keahlian
kepada DPR RI
dalam penanganan
perkara pengujian
undang-undang

terhadap UuD
Tahun 1945 yang
profesional, tepat
waktu akuntabel,

Transparan
Akuntabel
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dan sesual
ketentuan

peraturan
perundang-
undangan
6. | Melakukan 1. Koordinasi 1. Undangan rapat Akuntabilitas Memperkuat Andal
sosialisasi terhadap dengan TU untuk sosialisasi Nasionaiisme kelembagaan Transparan
publikasi dokumen menjadwalkan 2. Dokumen Etika Publik Puspanlak UU Akuntabel
secara internal rapat sosialisasi pointer materi Komitmen Mutu  [sebagai unit
yang ditujukan rapat sosialisasi Anti Korupsi organisasi Badan
kepada analis 3. Daftar Absensi Keahlian DPR RI
hukum rapat sosialisasi dalam memberikan
1 2. Menyiapkan 4. Laporan Singkat dukungan keahlian
1 substansi rapat hasil rapat kepada DPR RI
; sosialisasi dan sosialisasi dalam menjalankan
% prosedur manual | 5. Unggahan fungsi pengawasan
| yang akan dokumen di dan pemberian
‘ dirapatkan website Keterangan DPR RI
3. Koordinasi Puspanlak UU di persidangan
dengan TU Mahkamah Konstitusi
terkait absensi yang profesional dan
rapat sosialisasi akuntabel
4. Membuat laporan

singkat
pembahasan rapat
sosialisasi.
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BAB 111
CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang
sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan
sebuah inovasi baru dari salah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum yaitu mengelola
database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK. Hanya saja dalam
pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait judul, tools
dan pelaksanaan jadwal kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi
di lapangan. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 1

Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut:

Juni Juli Agustus September

N i o s s el ez e [1 ]2 [3

Mengumpulkan data
putusann MK terkait
pengujian UU selama

tahun 2018

2. | Mengubah bentuk Sl e
dokumen UU dari .pdf Gl
menjadi .doc = z

3. Menginput data

putusan MK kedalam
dokumen  baru  per
nonicr UU

Membuat daftar
dokumen UU yang
telah diinput

PRt A
A

Mempublikasikan
dokumen yang telah
diinput ke  website
Puspanlak UU

Melakukan rapat
koordinasi  terhadap
publikasi dokumen
secara internal

Pembuatan  Laporan
Aktualisasi




B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi

Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, berikut

uraian lengkapnya:

No | Nama Kegiatan - | Waktu | - Tahapan Kegiatan ~Keterangan
Mengumpulkan data | Pekan 1 1. Menelusuri putusan MK Terlaksana
L. putusan MK terkait dan 4 Juni selama 2018
pengujian UU selama | 2018 2. Mengidentifikasi jenis putusan
tahun 2018 yang dihasilkan
3. Mendata amar putusan ke
dalam satu dokumen
2, Mengubah bentuk Pekan 4 1. Mengumpulkan UU organik Terlaksana
dokumen UU dari .pdf | Juni-Pekan terkait dari JDIH DPR
menjadi .doc 3Juli 2018 [2. Mengkonversi file UU organik
dari .pdf menjadi .doc
menggunakan Adobe Acrobat
De
3. Menginput data Pekan 2-4 | 1. Memberi tanda pada pasal yang | Terlaksana
putusan MK kedalam | Juli 2018 mengalami perubahan
dokumen baru per 2. Memasukkan amar putusan MK
| nomor UU ke dalam catatan pasal yang
diputus
3. Memasukkan pertimbangan
hukum atas pasal yang diubah
4. Membuat dafter Pekan 1-2 | 1. Mendata UU yang telah Terlaksana
dokumen UU vang Agustus dilakukan input putusan MK
telah diinput 2018 2. Mengurutkan UU yang telah
diinput berdasarkan tahun
putusan
3. Mempublikasikan Pekan 2 1. Koordirasi dengan TU untuk Terlaksana
dokumen yang telah Agustus- menjadwalkan rapat koordinasi
diinput ke website Pekan 1 dengan BDTI
Puspaniak UU September | 2. Menyiapkan substansi rapat dan
2018 prosedur manual yang akan
dirapatkan
3. Rapat koordinast dengan BDTI
untuk membuat halaman
khusus di website terkait
penyajian UU yang telah
dimasukkan putusan MK
4. Mengunggah dokumen yang
telah diinput ke website




———

- Puspanlak UU
. Memperbaharui dokumen UU

AN

secara berkala per bulan

Melakukan rapat
koordinasi terhadap
publikasi dokumen
secara internal

S

hukum '
Menyiapkan substansi rapat !

Pekan 2 1. Koordinasi dengan TU untuk Terlaksana
September menjadwalkan rapat koordinasi
2018 yang ditujukan kepada analis

koordinasi dan prosedur manual :

yang akan dirapatkan |

Koordinasi dengan TU terkait

absensi rapat koordinasi

4. Membuat laporan singkat
pembahasan rapat koordinasi.

(9%}

C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan
Felaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

KEGIATAN 1

Nama Kegiatan

Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun
2018

Identifikasi Masalah

Jumlah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri
dari tidak diterima, ditolak dan dikabulkan. Selama ini belum pernah
dilakukan pembuatan matriks/tabel yang memilih jenis-jenis putusan
yang berimplikasi pada materi muatan undang-undang mana saja yang
sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuan

Memilah jenis-jenis Putusan MK agar bisa diidentifikasi putusan mana
saja yang tidak diterima, ditolak dan dikabulkan, serta identifikasi
undang-undang apa saja yang diputus.

Sasaran

Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar

Akuntabilitas, Nasionalisme

Waktu Pekan 1 dan 4 Juni 2018
Output/Hasil [. Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018
Kegiatan 2. Dokumen pemilahan dokumen Putusan MK yang dikabulkan

seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018
Dokumen berisi amar putusan tahun 2018

\US)

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Menelusuri Putusan MK selama 2018




Mengumpulkan seluruh Putusan MK sepanjang tahun 2018 yang berkaitan dengan pengujian

undang-undang vang diakses dari
https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1 &kat=1 &menu=3

2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan
Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 terkumpul, kemudian diidentifikasi hanya Putusan
MK yang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan ini.

3. Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen

Dari seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan
Pokok Amar Putusan yang mendata pasal/ayat mana saja yang dinyatakan bertentangan atau
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya dari sumber primer
yaitu website resmi Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id. Hal ini mencerminkan
nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme
| dengan nilai dasar menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan
golongan.

I. Akuntabilitas

Tanggung jawab yaitu sumber yang dijadikan acuan adalah sumber yang terpercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang
diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang
terhadap UUD Tahun 1945. Transparansi yaitu data putusan yang diambil merupakan data
primer yang dikeluarkan secara resmi oleh MK melalui website www.mkri.id, tidak ada
putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut.

2. Nasionalisme

Banyak situs swasta lain yang menampilkan salinan Putusan MK, namun data yang diambil
langsung dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan
menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepeniingan pribadi dan golongan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara
langsung dari laman resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

I. Profesional
DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat
langsung UUD Tahun 1945, sehingga pengainbilan daia akan lebih profesional jika
bersumber dari lembaga yang setara.

2. Transparan



http://www.mkri.id

Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang mencerminkan

! transparansi data.

;3. Akuntabel

Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang dapat diverifikasi
langsung validitasnya.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resmi MK
kesemuanya dilindungi dengan kode tertentu, sehingga dalam penyalinan judul perkara dan
amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual.

’ Solusi

File Putusan MK yang dilindungi dcngen kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara
online melalui situs v vow.smalipdicom, kemudian disalin bagian pokok amar putusan yang

menyatakan pasal/ayat tertentu yang dmyatalum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya
data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan dari sumber primer.

KEGIATAN 2

Nama Kegiatan Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc

Identifikasi Masalah | Meskipun undang-undang merupakan produk legislasi dari DPR RI,
namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPR RI mertipakan
undang-undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sekretariat
Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Paripurna
DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan
nomor undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negaia,
Sekretarian Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke
DPR RI dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen hasil scan
dalam bentuk .pdf. Hal ini menyebabkan undang-undang yang ada
tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan input data

Putusan MK.

Tujuan Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasal/ayat yang
dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji matcri oleh
MK.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu




" Waktu ng;hri‘luni — Pekan 3 Juli 2018

(’)ulpﬁt/Hasil I. Folder kumpulan 7Li.ndzflﬁg-un'dang or'ganikité'rkait
Kegiatan 2. Dokumen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR
Dari data Putusan MK tahun 2018 dapat diketahui undang-undang apa saja yang telah
dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersebut diunduh dari JDIH DPR RI
di laman http://dpr.go.id/jdih/uu.

o

Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC
Dokumen undang-undang organik di JDIH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk
melakukan input data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format .doc. Dari rencana
hanya menggunakan aplikasi yang gratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran baru,
dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC setelah berkoordinasi dengan
BDTI.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI dengan format .pdf menjadi
.doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat hasil yang lebih baik. Hal ini
mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparensi dan integritas, dan nilai
Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan.

1. Akuntabilitas
Transparansi yaitu dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI yang diambil merupakan
produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Integritas yaitu meskipun
dokumen di JDIH DPR RI merupakan salinan dari Sekretariat Negara, namun sebagat
lembaga pembentuk undang-undang maka dokumen vang diambil tetap dari JDIH DPR RI
untuk mernciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang-
undang.
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Komitmen Mutu

Komitmen muiu untuk menjaga hasil konversi tetap seperti aslinya menggunakan aplikasi
premium Adobe Acrobat DC. Pada awalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan
menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran baru, tetapi setelah
berkoordinasi dengan BDTI diberikan aplikasi premium yang dapat terus digunakan secara
berkelanjutan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasi konversi
premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi |

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan tefﬁﬁd}tp nilai orgaﬁiiéiaisi adalah:

1. Profesional
DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premium
dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalam menetapkan aturan anti pembajakan dan
menerapkannya dalam kegiatan internal.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari iaman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat
undang-undang.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah dalam meminta aplikasi premium ke BDTI membutuhkan waktu
karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah
beberapa hari terdapat gangguan dari antivirus yang terpasang sehingga harus menunggu waktu
lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTT.

Solusi

Aplikasi Nitro Pro yang tidak bisa mengkonversi file yang terlindungi kode diganti dengan
aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu melakukan wninstall antivirus
yang telah terpasang.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya
data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan dari laman resmi DPR RI sebagai
pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terus
menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas. '

— ——

KEGIATAN 3

Nama Kegiatan Menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor
undang-undang.

Identifikasi Masalah | Perubahan atas undang-undang yang pasal/ayatnya dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR
RL

Tujuan Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada umumnya dan
masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalam
undang-undang telah dinyakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat
dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK




' Nilai Dasar

f\i@untabilile."[\"omitmcn Mutu

Waktu Pekan 2 Juli — Pekan 4 Juli 2018
Output/Hasil I. Dokumen undang-undang yang telah diberi tanda pasal yang diubah
Kegiatan oleh Putusan MK.

2. Dokumen undang-undang yang telah dimasukkan catatan amar

Putusan MK

Uraian Tahapan Kegiatan

o

(U8

. Memberi tanda pada pasal/ayat yang mengalami perubahan pasca Putusan MK

Dari data Pokok Amar Putusan kemudian dimasukkan ke dalam pasal/ayat undang-undang
yang telah dikonversi sebelumnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan warna hitam pada
bagian seluruh isi pasal/ayat dan warna merah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945,

Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal/ayat yang diputus

Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatakan kaki yang berisi pokok amar putusan dan
keterangan bahwa putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang
tersebut atau belum ditindaklanjuti.

Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah

Sebagai lampiran dokumen, pertimbangan hukum Majelis Hakim MK atas pasal/ayat yang
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ditampilkan dengan harapan dapat
memberi informasi hukum yang lengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu
dokumen dikonversi menggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditambahkan password agar
tidak bisa disaiin.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

1.

o

Dalam menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor undang-undang,
dilakukan dengan menginput pokok amar putusan tahun 2018 dan putusan tahun-tzhun
sebelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. Hal ini mencerminkan nilai
Akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar
pemberian iayanan yang cepat dan tepat.

Akuntabilitas

Tanggung jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan
yang harus diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi.

Komitmen Mutu

Komitmen Mutu untuk memberikan kebutuhan informasi hukum atas pasal/ayat yang
dibatalkan melalui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan
tepat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

[98)
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Dalam memberikan dukungan keahlian kepad_d DPR RI, memasukkan Putusan MK beserta
pertimbangan hukumnya ke dalam undang-undang organiknya mencerminkan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

I. Profesional
DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam memberikan informasi hukum
atas adanya perubahan dalam undang-undang yang dibuat.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat
undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun
1945.

Kendala Dalam Aktualisasi

Arahan atasan untuk mengubah:

I. Judul diubah menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi”.
2. Penggunaan kata “pertimbangan hakim” pada lampiran dokumen diubah menjadi
“pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.
Solusi

Mengubah judul menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi” dan pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan
hukum Mahkamah Konstitusi”.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

L

] Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah masyarakat
masih menggunakan undang-undang yang masih asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan
dalam mengambil dasar hukum.

KEGIATAN 4
Nama Kegiatan Membuat daftar dokumen undang-undang yang telah di inpu Putusan
MK
Identifikasi Masalah | Belum dilakukan inventaris atas undang-undang yang telah di input
Putusan MK
Tujuan Untuk mendata jumlah undang-undang yang telah di inpwur Putusan

MK dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun
putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron
dengan data laporan.




( Sasaran 7hP{i§p>z[nlak uu Bdgiaﬂ Penanganan Perkara MK
| Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu o
Waktu Pekan 1 - Pekan 2 Agustus 2018
. . . 7“
Output/Hasil I. Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi input Putusan
Kegiatan MK.
2. Folder kumpulan undang-undang yang telah diberi input Putusan
MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mendata undang-undang yang telah dilakukan inpur Putusan MK
Dokumen-dokumen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam format pdf dengan
kriteria tertentu, kemudian dicatat nomor dan tahun undang-undangnya.

Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan input berdasarkan tahun putusan

Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasal/ayat dalam 7 undang-undang yaitu:

I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dpewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

'l\)

Dalam mendata undang-undang yang iclah dilakukan inpus Putusan MK, dilakukan dengan
inventaris nomor Putusan MK dan nomnor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan
laporan. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai
Komitmen Mutu dengan nilai dasar komitmen bagi kepuasan masyarakat.

1. Akuntabilitas
Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat
laporan yang akuntabel.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk
menciptakan kepuasan masyarakat.
Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah
dilakukan input Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan lérilkiddap nilai organisasi adalah:
I. Transparan
DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data yang ada dengan
laporan yang disampaikan.
2. Akuntabel
Laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang
disajikan.

Kendala Dalam Aktualisasi

Tidak ada Kendala

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya
kepuasan masyarakat akibat kesalahan dalam penyampaian laporan karena memuat data yang
tidak lengkap.

KEGIATAN 5

Nama Kegiatan Mempublikasikan dokumen yang telah di input ke website Puspanlak
uu

Identifikasi Masalah | Belum ada rumah dalam website Puspanlak UU sehingga kegiatan
publikasi tertunda sampai dibuatnya aplikasi untuk memasukkan
dokumen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK.

Tujuan Agar dokumen dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Sasaran Anggota DPR RI, pega—wai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI,
masyarakat umum.

Nila:i Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi.

Waktu Pekan 2 Agustus — Pekan 1 September 2018

Output/Hasil
Kegiatan

Undangan rapat koordinasi

Dokumen pointer materi rapat

Daftar Absensi rapat

Laporan Singkat hasil rapat

Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

o S R

Uraian Tahapan Kegiatan

I. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTIL
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan
kepada BDTI.

2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan.
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Membuat dokumen _yz;hg berisi detail pérmintaah rvpcml)ualun rumah dan 1@1\?16 dan |
berbagai spesifikasinva untuk mempublikasikan dokumen yang telah dibuat di website |
Puspanlak UU. |
Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian
UU yang telah dimasukkan putusan MK.

Menyampaikan bentuk dan spesifikasi sub /abh dalam website Puspanlak UU dan aplikasi
dalam Portal Setjen DPR.

4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU.

Mengunggah halaman judul (cover), dokumen utuh dalam file publik agar bisa diakses
bebas, dan menambah nama penulis dalam aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan
tampil dala website Puspanlak UU.

Memperbaharui dokumen UU secara berkala per bulan.

Terdapat putusan-putusan MK baru yang harus diperbaharui dalam undang-undang terkait.
Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

(V5]

N

Dalam mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan bantuan dari

BDTI sebagai pengelola website DPR RI. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan

nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar
O =}

menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya

perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin.

I. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan BDTI agar
penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.
Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan ini dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke luar kota
dengan mengorbankan wakiu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu.
. Etika Publik
Pengerjaan yang melibatkan bidang lain membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda
karena sifat perbantuan kegiatan aktualisasi ini adalah diluar tugas utama BDTI Pernah
terdapat masalah dalam aplikasi, sehingga secara sopan meminta untuk diperbaiki dan
diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BDTL
4. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu dengan selalu memperbaiki aplikasi dan rumah situs yang tidak sesuai agar
dapat menyesuaikan dengan kebutuhan informasi hukum.
. Anti Korupsi
Disiplin dengan jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepat waktu.
Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

o

oo

n

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokumen yang telah
di input ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam
memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguéfan yang diberikan térimdap nilai (;rganisasi adalah:

I. Transparan
Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data
secara lengkap.

2. Akuntabel
Dokumen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang
disajikan secara lengkap.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal dalam menghapus dan memperbaharui dokumen.

Solusi

Selalu menjalin komunikasi dengan BDTI setiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat
tertangani.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kualitas
publikasi yang tidak optimal dan pengerjaan yang tidak sesuai target waktu.

KEGIATAN 6

Nama Kegiatan Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara
internal

Identifikasi Masalah | Kegiatan ini merupakan inovasi dari sesuatu yang baru sehingga
dibuutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukum di Puspanlak UTJ

Tujuan Agar dapat berkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU

Sasaran Internal Analis Hukum di Pﬁgpanlak uu.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi. L

Waktu Pekan 3 September 2018, tanggal 12 September 2018.

Output/Hasil . Undangan rapat koordinasi

1
Kegiatan 2. Dokumen pointer materi rapat koordinasi
5. Daftar Absensi rapat koordinasi
4. Laporan Singkat hasil rapat koordinasi
5

. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan
kepada analis hukum Puspanlak UU.
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan
kepada analis hukum Puspanlak UU.




g

Menyiapkan substansi rdpat at koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan. :
Membuat dokumen yang berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak UU dan tahapan 1
akses di Portal Setjen DPR untuk mempublikasikan dokumen.
. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi.
Meminta daftar nama analis hukum Puspanlak UU untuk dibuat tabel absensi rapat
koordinasi.
4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi
Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala
Puspanlak UU.

|
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Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya melalui Portal
Setjen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan seluruh analis hukum Puspanlak UU.
Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme
dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,
nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen
Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan
nilai dasar berani.

I. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan analis
hukum lain agar penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.
. Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama
sebagai program Puspanlak UU.
Etika Publik
Dalam membuat uindangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian TU, dan
mengirimkan undangan sebagai bagian etika organisasi.
4. Komitinen Mutu
Kemitmen Mutu dengan menjaga kualitas secara bersama-sama dengan menjelaskan tahap
demi tahap secara detail.
Berani
Berani dalam menyiapkan kegiatan ini sebagai program bersama Puspaniak UU.

S

|95}
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Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, melakukan rapat koordinasi yang
memperkenalkan kegiatan ini sebagai program baru Puspanlak UU mencerminkan penguatan
lembaga Puspanlak UU dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan
memberikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD
Tahun 1945 yang profesional, tepat swvaktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Andal
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja
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B Setjen dan BK DPR RI.

2. Transparan |
Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data
secara lengkap.

3. Akuntabel

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar data yang
disajikan dapat semakin lengkap.
Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah arahan atasan untuk mengganti nama “rapat sosialisasi” menjadi
“rapat koordinasi”, serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi
mundur.

Solusi

Mengganti agenda “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, dan memundurkan jadwal
pada waktu yang lebih memungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak
Uu.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak
berjalannya kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU dan kualitas produk yang
dihasilkan menjadi tidak optimal.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing tahapan
kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan ini
menghasilkan owput berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan
Putusan MK yang dilakukan /npur dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan

dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal
yvang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan
terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas,

o o

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

B. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK,
sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka
disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian dan
pencarian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dari pengerjaan yang manual, sebaiknya
mulai dibangun sistem aplikasi sehingga proses input data mudah dilakukan setiap kali ada
Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditambahkan mesin penghitung
sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oleh pengguna untuk dapat

melihat efektivitas kegiatan ini.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan
kontribusi bagi visi misi organisasi serta Kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program vang telah
dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan
pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan

publik yang profesional.
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fimw fy %= Pelaksanaan Undang-Undang i
Pt el P
S P, '-..'3-(&. 3 S’ 4
N Pemantauan
@ Pelaksanaan UU
& -Pomantauan Peraturan
l Pelaksana UU
Dukungan R R O A S
Fungsi g e
Pengawasan " KEt_e':a_ng?nDPR
oleh = :
Puspanlak
Sish i

R

1.(:“. e % . -
Tupoksi Analis Hukum
T == '
Mengelola
1 database
perkara, hasil
N:enyusun putusan MK,
aporan serta database
pemantauan Undang-
terkait
Undang yang
pelaksanaan UU diubah dengan
putusan MK.
Menyusun lapoz:'an ; s
pemantauan terkait g?:,dmg;ng:;
peraturan R! & menghadiri
pelaksanaan UU 3 sidang pugtusan
Menyusun keterangan atas perkara pengujian UU MK

9/24/2018



g3 Manual Database

52 Belum terintegrasi

v Digital Publication

v" 1 Dokumen Kodifikasi

L
E =

o DPR RI memiliki fungsi legislasi dalam
membentuk dan mengubah UU.
e Puspanlak UU menjadi pusat database
putusan MK di DPR RI

o Tersedianya website Puspanlak UU yang
dapat diakses langsung oleh masyarakat.

e Masyarakat membutuhkan data UU yang
telah dibatalkan oleh Putusan MK.

o Kesempatan memberikan pelayanan

informasi terbaru terkait UU yang

dibatalkan Putusan MK menjadi lebih

efektif dan efisien.

Syunyioddg qlﬁuans (

o Tidak adanya sarana pendukung berupa

aplikasi khusus untuk memasukkan data

Putusan MK ke dalam UU.

o Tidak adanya UU di JDIH dalam bentuk
file word, sehingga membutuhkan usaha
untuk konversi dokumen.

SSIUNBIAA

o Tindaklanjut Putusan MK menjadi UU
perubahan merupakan wilayah politik
hukum DPR RI yang hingga kini belum
ditindaklanjuti melalui pengesahan UU
perubahan.

JEIY I
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/-C\\
e ISSUE

o Belum optimalnya penyajian UU pasca Putusan MK yang
menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif
dan efisien

e Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1 ;
dokumen yang memadukan antara UU organik dengan

Putusan MK, dan juga menampilkan di website Puspanlak l

UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR RlJ

pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl serta
masyarakat luas.

O~ ~
= g = WAKTU PELAKSANAAN

’ Putusan MK tahun 2004-
Putusan MK tahun 2018 2018 di website Puspanlak
di website Puspanlak UU uu

6 Bulan Permanen

& 102 o O

3 Bulan 1 Tahun

Putusan MK tahun 2010-2018 di
website Puspanlak UU
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putusan yang
dihasilkan

3. Mendata amar
ke dalam satu
dokumen

1. Menelusuri putusan
MK selama 2018
2. Mengidentifikasijenis

putusa

Akuntabilitas
Nasionalisme

o

Mengumpulkan
data Putusan MK
terkait pengujian
UU selama tahun
2018

R

Wy

Dokumen Putusan
MK diproteksi
sehingga ketik
manual

Konversi
online

' Tidak validnya data
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| bersumber bukan

dari sumber primer.

|

TAHAPAN T

S
o~~~

T e
S

N

OUTPUT KEGIATAN 1

TAHAPAN 2

T

T = =
ke =
Tm_m TIYT T
e g by —
T o T = > A
s e s e e e |t )
TR INGSS e Wwee T i LY " L Sy
ey s 08 Tamathch | st wrasn T v
T g R o 7
e L L L e ) g Tive —
e gy oo P o9
R R RO 3 L ey
iy o s s ]
—— —
| R =
e
)
R o B e
i = T T
T T TV T T Y T T e v T
e s plegded

.
T st

9/24/2018



{
,‘fg:(
T
.ﬁ
|
4
. b (=]
anm o
e wreram - e
e kv St 8 - zr IR ST
i ianasianin s i
AR, [ S
IR A it s e O T L I e e TUR g coniaih o st ) b e b
A e S ST ) € B T ] SO i oo St Sorguiiy Jyéuy g S £ S
T T 11 e T 0 0o PN i W W p ) Cut s Fepur:
TR ST R R e Sty gy ol v oo o pned
opaglogssthodap proaipislag A dtndriapsiapaloti s s g S ik
Patrbimparen{ epfidonslyon Suingiioes S e
B D el T Sun S abls Nles e e pes ey T LAy e e e
R o L 7 T T Rt U L R T ottt Coven e,
rotpibontpwaepgrra O s eatite Nt o s s
; PURCATE waws = it 2208 ravasdty P I———-
(a4 st e o i it e W A A e oalocm et
e 1 T e S s " A S—— . L i ,:—. - ':‘
1o - e 0e UL Dt Pt UL e S limeed A et g b g
profiinsmynin o - = W, e N
o o G e eiin I et e v gy g sy S puaiftid
o v o 4 bt 10 S (g s N Dt f il Ly Myt 00 Sty . SN, PV Mnss; da
R i R ) "“"":_:.'“""-“"“" “'.:' g
4 PR p— datitens AW s, S o Pone sy
S S N S S R e e o

s, | ;
ﬁ% KEGIATAN 2: TERLAKSANA ”

-

1. Mengumpulkan UU

organik terkait dari
JDIHDPR

2. Mengkonversi file UU
organik dari .pdf o

Aplikasi Adobe
Acrobat DC error
karena antivirus

menjadi.doc ; Tabapan e
menggunakan Adobe Kegiatan
Acrobat DC :

Mengubah bentuk I

dokumen UU dari

{ Uninstall
.pdf menjadi .doc |

antivirus

Akuntabilitas

l
i
{
Komitmen Mutu :

- Tidak validnya data
karena bukan dari
sumber primer, dan
. tidak ada perbaikan
berkelanjutan jika
aplikasi gratis
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TAHAPAN
Kumpulan UU Organik Terkait

e
P
4 =

e

== OUTPUT KEGIATAN2 & 7 ¢
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o= T el
TAHAPAN 2
Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk
Word

L

1. Memberi tanda pada
pasal yang
mengalami
perubahan

2. Memasukkan amar
Putusan MK ke
dalam catatan pasal Tahapan
yang diputus + Kegiatan

3. Memasukkan >

pertimbangan

hukum atas pasal
yang dibatalkan

Akuntabilitas
Komitmen Mutu

=% f %= KEGIATAN 3: TERLAKSANA

Arahan atasan

untuk mengubah:

1. Judul

2. Lampiran
Pertimbangan

Hakim

Menginputdata

| Putusan MK ke
. dalam dokumen
. baru per nomor UU |

1. Mengubah
judul

2. Mengubah
lampiran

Masyarakat masih

~ menggunakan UU asli
| sehingga dapat

' menyebabkan

.~ kesalahan dalam
mengambil dasar
hukum

9/24/2018



FAHAPAN 1

dibatalkan Putusan MK

L
e L L L L T a———
S W g i e g
D T et R
Sk s wede T m jeeieve
e sic
——— - it Vi s # wp
LT R s

R e ]

e e e o e,
ey e 1k

e e e L T T e
Bt e S TRl R

e ] ) v e e e e ks e
Pty A b o

L
M)

o o
1 n8 et 5 AT w3

3) M i s s e R g e
g

G g g charmns s b bt s 1 Rhes

OUTPUT KEGIATAN 3

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayat yang

v aos et wmints mar T
gt Sty

TAHAPAN 2

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan

MK

R L e
A 0wt e Y

T 00 g D et gt 198 s (s
-y

s it iraen

N T )

iz
S bt strers Sl S ot 1204
e

e e
N ks s ey oo S0 wh 1a. ki
e

e g kg e s i 1 el
B e Ea e L T e
Ve

% ko e e 00 ¥ a1 Vb
e e ek,

st Sowtnd o kY ot ) e et B
2 - e 8t s st had

9/24/2018



9/24/2018

/’\
wﬁ»f_ KEGIATAN 4: TERLAKSANA §

1. Mendata UU yang
telah dilakukan
input putusan MK

2. Mengurutkan UU
yang telah diinput o e ==

berdasarkan tahun 3 Kendala

putusan

Membuat daftar

dokumen UU yang Tidak ada
telah di input solusi
Putusan MK

Akuntabilitas
Komitmen Mutu

~ Berkurangnya
kepuasan masyarakat
' akibat kesalahan

- dalam penyampaian
laporan, karena
memuat data yang
tidak lengkap.

S ‘
'STF OUTPUT KEGIATAN 4 Kﬁ

- Bl
TAHAPAN TAIAPAN2
Folder kumpulan UU yang telah di input

DAFTAR DOKUME UU YANG TELAH DIINPUT PUTUSAN K Putusan MK

-

Undang Undang Semer 26 Tabun 2607 tectang Fensaban Hatiga Atas Undang Undang
tiamar § Tahun 1533 tectarg Sotentuan Uirum dan Tata Cara Perpajalet

Bidarg Undeng Morwor 24 Tabun 2004 tntaing Lerabaga Penfamin Simparan
Undang Undang Nomor 24 Tahan 2003 tentang Makiamah Nanstivest

Uadang Undarg Namor 2 Tahum 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Noaar 17 Taban 2014 tentang Najelis Permusyanaratan Rakyat. Deaaa Perwakilan
Rainat. Desn Paraaitlan Dierad. dan Dewon Pzraltian Raltyat Daerak

. Gadang Undang Narar 7 Tahua 2017 teating demiihan Ui

Undarg Uadang Nomor 29 tabun 1004 reutang Praimk Sadokoeran

Undarg Undang Yomar 11 Taitun 2612 tentang Sistem Yeradifan idans osk

- e e

— e
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OUTPUT KEGIATAN 4

Dokumentasi Kegiatan 4

1. Koordinasidengan TU
untuk menjadwalkan
rapat koordinasi dengan
BDTI

2. Menyiapkan substansi
rapat dan prosedur
manual yang akan
dirapatkan

3. Rapatkoordinasi dengan
BDTIuntuk membuat
halaman khusus di
website terkait penyajian
UU yang telah
dimasukkan putusan MK

4. Mengunggah dokumen
yang telah diinput ke

5. Memperbaharui
dokumen UU secara
berkala per bulan

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen Mutu
Anti Korupsi

website Puspanlak UU ['

KEGIATAN 5: TERLAKSANA® = i

Mempublikasikan
dokumen yang telah
diinput ke website
Puspanlak UU

i?‘:\ e

-

Aplikasi gagal dalam
menghapus dan
memperbaharui

Selalu
berkoordinasi
dg BDTI setiap
kali terdapat
kegagalan agar
cepat
tertangani.

Kualitas publikasi yang
tidak optimal dan
pengerjaan yang tidak
sesuai target waktu,
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PAHAPAN 1: Undangan BDT1 PATEAPAN 2: Pointer Rapat FAHLAPAN 3: Absensy

TAHAPAN 4: Laporan Singkat FAHAPAN S: Unggahan Dokumen

g e =
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Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan BDTI
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. Koordinasi dengan TU
untuk jadwal rapat

ll:mdnl’nasl dg analis » Arahan atasan
2. Menyiapkan substansi 9,:“‘; S
bahan rapat koordinasi sosil,alisasi"
dan prosedur manual. i
3. Koordinasidengan TU Il:)%[ﬁi‘:xlasria'pat
:;l:(:’ijt :absslenSl rapat » Padatnya volume
8 ~ i kerja sehingga
4. Membuat laporan T | Melakukan rapat jadwal mundur
singkat pembahasay o) "
sapt Koordinast o | koordinasi terhadap
 publikasi dokumen | e
| secarainternal ¥ Memundurkan

Akuntabilitas jadwal

Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen Mutu Tidak berjalannya ‘

kegiatan ini sebagai

. program bersama
Puspanlak UU dan
kualitas produk yang
dihasilkan menjadi
tidak optimal.

Anti Korupsi

iy

w55 == OUTPUTKEGIATAN 6

-

TAHAPAN 1: l}nd.'lngnn BDTI TAHAPAN 2: Pointer Rapat TAHAPAN 3: Absensi

] et P

e —

TAILAPAN 3: Unggahan Dokumen

PASALIAVAT VARG HIA T ALRAN
O T A -
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OUTPUT KEGIATAN

T ﬁ o

6 &~

4,

6. Melakukan

UU dari .pdf
menjadi.doc

UU yang

sosialisasiterhadap
publikasi dokumen
secara internal

Membuat
2. Mengubah ' daftar
bentuk dokumen dokumen l
J
|

telah
diinput

[l

S

ﬂ_

Mengumpulkan ‘ 3. Menginput 5. Mempubhkaslkzn 7.Pembuatan
f data Putusan MK [ data putusan | dokumen yang telah Laporan
|  terkait pengujian | MK kedalam | diinput ke website Aktualisasi
i‘ UU selama tahun | dokumen Puspanlak UU
2018 | baru per - o
. T nomor UU
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Kesimpulan Saran

i

* Secara umum 6 kegiatan yang
dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni-12
September2018 semua TERLAKSANA.

* Output berupa produk digital
pasal/ayatundang-undang yang
dibatalkan Putusan MK yang dilakukan
input dokumen melalui aplikasi di
Portal Setjen DPR Rl dan dapat diakses
dan diunduh secara bebas di website

www.puspanlakuudprgo.d.

= Penyesuaian jadwal kegiatan dan
beberapa penggunaan nomenklatur.

KESIMPULAN DAN SARAN

¥ Dibentuk kelompok kerja
jika ditetapkan menjadi
program Puspaniak UU.

¥ Pembangunan sistem
aplikasi untuk memudahkan
input data setiap ada
Putusan MK baru.

¥ Penambahan mesin
penghitung unduhan sebagai
pelengkap data, untuk
melihat efektivitas kegiatan
ini.

9/24/2018
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP :198807182018012001

Unit Kerja :  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan :  Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1% 20®

I. Menelusuri putusan MK
selama 2018
2. Mengidentifikasi jenis
putusan yang dihasilkan
. Mendata amar putusan ke
dalam satu dokumen

wo

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

|. Folder kumpulan Putusan

MK tahun 2108

2. Pemilahan dokumen Putusan
MK yang dikabulkan
seluruhnya atau tafsiran
bersyarat tahun 2018

3. Dokumen berisi amar
putusan tahun 2018

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Nasionalisme

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:
Mewujudkan kualitas

W




pemberian dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD
Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Profesional
Transparan
Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP :198807182018012001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su :  Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan . Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dari.pdf Menjadi .doc

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

. Mengumpulkan UU organik
terkait dari JDIH DPR

2. Mengkonversi file UU
organic dari .pdf menjadi
.doc menggunakan Nitro Pro

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

[. Folder kumpulan UU
organik terkait

2. Dokumen UU organik terkait
dalam bentuk .doc

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Komitmen Mutu

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:

Mewujudkan kualitas
pemberian dukungan keahlian
kepada DPR Rl dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD

Poce \eeteeorainet  dengen

Gogtiscre

Cdeke  Gerteet

Wil et
Tremigm

21 Y Wl

b




NRI Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Profesional
Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP ;o 198807182018012001

Unit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan . Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan III: Menginput Data Putusan MK ke dalam Dokumen Baru Per Nomor UU

[. Memberi tanda pada pasal
yang mengalami perubahan

2. Memasukkan amar putusan
MK ke dalam catatan pasal
yang diputus

3. Memasukkan pertimbangan
hakim atas pasal yang diubah

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

l. Dokumen UU yang telah
diberi tanda pasal yang diubah
oleh putusan MK

Dokumen UU yang telah
dimasukkan catatan amar
putusan MK

N

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Komitmen Mutu

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:
Mewujudkan kualitas

Whoeon  trenicdl QRtirnke e

NS

heruan

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: , , : — _
Mengun  Domenkleadut  Qernmniefep. O R Toi 200
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pemberian dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Profesional
Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP : 198807182018012001

Unit Kerja :  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat

Gagasan :  Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan IV: Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah Diinput

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: V4 2 Aguist 10
. Mendata UU yang telah
dilakukan input putusan MK JJ}

2. Mengurutkan UU yang telah
diinput berdasarkan tahun
putusan

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

|. Daftar dokumen UU yang
telah diberi input putusan
MK

2. Folder kumpulan UU yang
telah diinput putusan MK

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Komitmen Mutu

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:

Mewujudkan kualitas
pemberian dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian




undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Transparan
Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP 198807182018012001

Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan Analis Hukum

[su . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan . Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

I. Koordinasi dengan TU untuk
menjadwalkan rapat
koordinasi dengan BDTI

2. Menyiapkan substansi rapat
dan prosedur manual yang
akan dirapatkan

3. Rapat koordinasi dengan
BDTI untuk membuat
halaman khusus di website
terkait penyajian UU yang
telah dimasukkan putusan
MK

4. Mengunggah dokumen yang
telah diinput ke website
Puspanlak UU

5. Memperbaharui dokumen
UU secara berkala per bulan

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

I. Undangan rapat koordinasi

2. Dokumen pointer materi rapat

-

3. Daftar Absensi rapat

\C Agutes 2018

I




4. Laporan Singkat hasil rapat
5. Unggahan dokumen di
website Puspanlak UU

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen Mutu

Anti Korupsi

Kontribusi terhadap Tusi

Organisasi:

I.Memperkuat kelembagaan
Puspanlak UU sebagai unit
organisasi Badan Keahlian
DPR RI dalam memberikan
dukungan keahlian kepada
DPR RI dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan
pemberian Keterangan DPR
RI di persidangan Mahkamah
Konstitusi yang profesional
dan akuntabel.

2.Mewujudkan kualitas
pemberian dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu
akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Andal

Transparan

Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP : 198807182018012001

Unit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat

Gagasan . Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Dokumen Secara Internal

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: \Teqx.\c, o eooned Qiskew  renfedw \2 Cepremier 100y,

|. Koordinasi dengan TU untuk
menjadwalkan rapat
sosialisasi yang ditujukan
kepada analis hukum
2. Menyiapkan substansi rapat
sosialisasi dan prosedur
manual yang akan dirapatkan
. Koordinasi dengan TU
terkait absensi rapat
sosialisasi
4. Membuat laporan singkat
pembahasan rapat sosialisasi.

5 : ok \N\Wer \
Qe \otdined avene S W0

S A s A ‘Jﬁ'

oo

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

l. Undangan rapat sosialisasi

2. Dokumen pointer materi

rapat sosialisasi

Daftar Absensi rapat

sosialisasi

4. Laporan Singkat hasil rapat
sosialisasi

S. Unggahan dokumen di
website Puspanlak UU

(%]




Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen Mutu

Anti Korupsi

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:

Memperkuat kelembagaan
Puspanlak UU sebagai unit
organisasi Badan Keahlian DPR
RI dalam memberikan dukungan
keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan
dan pemberian Keterangan DPR
RI di persidangan Mahkamah
Konstitusi yang profesional dan
akuntabel

Penguatan Nilai Organisasi:
Andal

Transparan

Akuntabel




Kegiatan 1: Tahapan [

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAHUN 2018

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Amar Putusan Status
MK
1. |-44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
Umum [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima
2./ .| .53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Pemohon Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk sebagian Sebagian (Ditolak)
e 66/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Urfdang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan Permohonan Pemohon Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian (Tidak
Dapat Diterima)
4. 61/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengabulkan Permohonan Pemohon Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk sebagian Sebagian (Tidak
Dapat Diterima) |
5. 73/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menolak permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 (Tidak Dapat
ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf Diterima)
e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
6. 72/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
7: 71/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
Pemohon tidak dapat diterima Diterima

llhalaman



70/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menyatakan permohonan Pemohon

Tidak Dapat

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
9 67/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
10. | 62/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
11. | 60/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menolak permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 |sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 (Tidak Dapat
ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor Diterima)
X 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
12. | 59/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 (Tidak Dapat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Diterima)
tentang Pemilihan Umum
13 75/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan Permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon tidak dapat diterima Diterima
14. 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 | Menolak Permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- | seluruhnya. Seluruhnya
Undang Hukum Pidana) terhadap Undang- UUD Tahun
1945
15. | 28/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 | 1. Pokok permohonan Pemohon Menolak Sebagian

tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) terhadap UUD Tahun 1945

sepanjang berkenaan dengan Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) tidak

(Tidak Dapat
Diterima)

2lhalaman



dapat diterima; 2.Menolak
permohonan para Pemohon untuk
selain dan selebihnya

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD
Tahun 1945

Pemohon tidak dapat diterima

16. | 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 | 1.Menyatakan permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 (Tidak Dapat
ayat (1) hurufi Undang-Undang Nomor Diterima)
12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon
untuk selain dan selebihnya
17. | 98/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 | Menolak Permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun | seluruhnya Seluruhnya
1945
18. | 36/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Seluruhnya
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD
Tahun 1945
19. | 37/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan | tidak dapat diterima Diterima
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD
Tahun 1945
20. | 40/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat

Diterima
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21. 5/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Tahun | tidak dapat diterima Diterima
1945 :

22. | 95/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana | tidak dapat diterima Diterima
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

23. | 96/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana | tidak dapat diterima Diterima
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

24. | 100/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | Menolak permohonan Pemohon untuk Tidak Dapat
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 seluruhnya Diterima

25. | 101/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria | seluruhnya Seluruhnya
terhadap UUD Tahun 1945

26. 8/PUU-XVI/2018 | pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | permohonan para Pemohon
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terhadap UUD Tahun 1945

27. | 74/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun | tidak dapat diterima Diterima
1945

28. | 91/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak

tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun

Seluruhnya
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1945

seluruhnya

29,

7/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

30.

9/PUU-XV1/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pérubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan penarikan
kembali permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

31:

11/PUU-XVI/2018

Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut
Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08,
dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi
Para Pihak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang mengadili
permohonan para Pemohon

Tidak Berwenang

32.

90/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD
Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

33;

46/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

S5lhalaman



Tahun 1945

34. | 92/PUU-XV/2017 | pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun | untuk seluruhnya Seluruhnya
1945

35. | 93/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah | Pemohon untuk seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
UUD Tahun 1945

36. 6/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 | untuk seluruhnya Seluruhnya

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen terhadap UUD Tahun 1945
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37.

76/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

38.

87/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Menolak
Seluruhnya

39:

10/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun
1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

40.

10/PUU-XV /2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

7lhalaman




41.

63/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

42.

88/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

43.

99/PUU-XV/2017

pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

44,

20/PUU-XVI1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

45,

77 /PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

46.

84/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap
UUD Tahun 1945

47. | 102/PUU-XV/2017 | Pengujian  Undang-Undang Nomor 9 Tahun | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah | seluruhnya Seluruhnya
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk
Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945
48. | 3/PUU-XVI/2018 Pengujian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah | untuk seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap UUD Tahun 1945 i :
49. | 32/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, | tidak dapat diterima Diterima
Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam terhadap
UUD Tahun 1945
50. | 57/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 | Menyatakan Pokok permohonan Menolak Sebagian
g tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 | Pemohon sepanjang berkenaan dengan (Tidak Dapat |
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap | Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Diterima) ‘
UUD Tahun 1945 Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang |
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi tidak dapat
diterima
51. | 68/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD
Tahun 1945

Pemohon

Seluruhnya
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52. | 4/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun | seluruhnya Seluruhnya
1945 '
53. | 19/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
| tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah | seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap UUD Tahun 1945
54. | 33/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima
55. | 78/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima
56. | 97/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2069 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD | untuk seluruhnya Seluruhnya
Tahun 1945
S7. 6/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 untuk seluruhnya Seluruhnya
58. | 12/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD | untuk seluruhnya Seluruhnya
Tahun 1945
59. | 43/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 | Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | permohonan Pemohon
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD
Tahun 1945
60. | 44/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 | Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali
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tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD Tahun 1945

permohonan para Pemohon

61. | 36/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima

62. | 40/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima

63. | 41/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD
Tahun 1945

untuk seluruhnya

Seluruhnya

64.

42/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

65.

16/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

67.

17/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

68.

18/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima
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Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

69.

21/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

70.

25/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

71.

26/PUU-XV1/2018

pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

T2

28/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemobhon tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

THLE

27/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik
Belanda terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

74.

37/PUU-XVI/2018

Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal
122 huruf | serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Mengabulkan penarikan kembali
permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali
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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

75:

56/PUU-XV /2017

pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-
Undang terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

76.

1/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

T

46/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- UUD
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon

Menolak
Seluruhnya

78.

57/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD

Menyatakan permohonan Pemohon
gugur

Gugur
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Tahun 1945

79.

30/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk seluruhnya

80.

31/PUU-XVI1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

81.

34/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

1.Menyatakan permohonan para
Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6);
Pasal 122 hurufl; dan Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak dapat diterima.
2.Menolak permohonan para Pemohon
untuk selain dan selebihnya

82.

38/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian

83.

39/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima
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Mengabulkan
Seluruhnya

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

Menolak Sebagian
(Tidak Dapat
Diterima)

Mengabulkan
Sebagian (Tidak
Dapat Diterima)

Tidak Dapat
Diterima



Kegiatan 1: Tahapan 2

DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No.

Nomor Putusan
MK

Pokok Perkara

Amar Putusan

Status

53/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

66/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Tidak Dapat
Diterima)

61/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Tidak Dapat
Diterima)

93/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

10/PUU-XV /2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

63/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

llhalaman




2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945

742 68/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD | Pemohon Seluruhnya
Tahun 1945

8. 16/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak)
Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

9. 1/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak)
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

10. | 30/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk seluruhnya Seluruhnya

11. | 31/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak)

12. | 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Pemohon untuk sebagian

Sebagian (Tidak Dapat
Diterima)
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Kegiatan 1: Tahapan 3

DATA AMAR PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Pokok Amar Putusan Status
MK
i 53/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang | 1. Menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 | Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang ayat (1) UUPemilihan Umum bertentangan dengan (Ditolak)
Pemilihan Umum terhadap UUD ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
UUD Tahun 1945 hukum mengikat.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2 66/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang | Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang | Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | berbunyi “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh | (Tidak Dapat Diterima)
Pemilihan Umum terhadap | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan
UUD Tahun 1945 dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-
Undang ini” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3 61/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang | Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang | Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. | (Tidak Dapat Diterima)
Pemilihan Umum terhadap | Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4)
UUD Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. 93/PUU-XV /2017 | Pengujian Undang-Undang | Menyatakan = Pasal 55  Undang-Undang Nomor Mengabulkan

Nomor 24 Tahun 2003 tentang

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana

Seluruhnya

llhalaman




Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

terhadap UUD Tahun 1945

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang
mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dantidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian
peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang
dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai
ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

10/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran dan
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang
menyatakan, “Jumlah anggota Konsil Kedokteran
Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-
unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran
2 (dua) orang..”, bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur
“organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;

Mengabulkan Sebagian
(Ditolak)

63/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang

Menyatakan frasa “pelaksanaan halk dan kewajiban kuasa”

Mengabulkan Sebagian
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan
Unum dan Tata  Cara
Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan  Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata  Cara
Perpajakan Menjadi Undang-
Undang terhadap UUD Tahun
1945

dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan
dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan
bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban
warga negara.

(Ditolak)

68/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Mengabulkan
Seluruhnya

16/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Mengabulkan Sebagian
(Ditolak)
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Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terhadap UUD Tahun
1945

. Frasa

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan
dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

. Pasal 122 hurufl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

“Pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya
tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai dalam  konteks semata-mata

4lhalaman




pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana;

4. sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan

dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya
menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

1/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat

Mengabulkan Sebagian
(Ditolak)
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Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD
Tahun 1945

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap
aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal
46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.

10. | 30/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang | Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf |1 Undang- Mengabulkan
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Seluruhnya
Pemilihan Umum terhadap | bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
UUD Tahun 1945 kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris)
partai politik;
11. | 31/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang | 1. Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat | Mengabulkan Sebagian

Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadap
UUD Tahun 1945

(1) huruf ¢ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima)
orang”; :

2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

(Ditolak)
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Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;

5. Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepan]mg
-tidak dimaknai “hari kerja”.

B2

38/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum

UUD Tahun 1945

terhadap

Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota
KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran [ sepanjang rincian
tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Mengabulkan Sebagian
(Tidak Dapat Diterima)
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Kegiatan 2: Tahapan 1
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Kegiatan 3: Tahapan 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kkebijaksanaan -dalam
permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat
yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspliras| rakyat untuk

_ mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga
perwakilan rakyat, dan lembaga: perwakilan daerah sebagaimana
dimaksud. dalam huruf a, perlu menata® Majelis: Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-'Jndang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerzh, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubanan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak sesual dengan dinamlka dan perkembangan hukum
dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, periu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Uncang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI1
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Mengingat:

Menetapkan:

a.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik "Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah .dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Malelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  .Rakyat, Dewan

" Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republitk Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR™ 17 TAHUN 2014 : ZTENTANG . MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, " DEWAN PERWA!\ILAN “RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH. "

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah
sebagai berfkut:

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap
orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
).

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).tidak hadir
setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan
sah, DPR berhak melakukan .panggilan paksa dengan menggunakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia,

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan
alasan’ pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang
dipanggil paksa;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan
sebagaimana dimaksud pada huruta; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ‘memerintahkan Kepala
Kepolisian Daerah di tempat domisilf setiap orangyang dipanggil paksa
untuk ‘dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana: dimaksud
padaayat (1),

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang

untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”!

! Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPRRI

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah

Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota
DPR;

c¢. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem
pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila,
peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;

f.  melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaltan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;

g memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;

h.  memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem
pendukung Pegawai Negeri Sipil;

I menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
J. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
k. mengevaluasli pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;

. mengambil langkah hukum dan/atau langkah- lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, ‘atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan DPR dan anggota DPR;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenal kode etik dan tata beracara
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencana kerja dar anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan
rumah tangga DPR.”

Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK
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3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 245

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan
dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden® setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan#

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup; atau

c. dlsangka melakukan tindak pidana khusus.”

(dan seterusnya)

: Pasal Il
Undang-Undang int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang Ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Maret 2‘018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

3 Tanda Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK

4+ Tanda Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK
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Kegiatan 3: Tahapan 2 1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA hacal T8
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap
NOMOR 2 TAHUN 2018 orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
TENTANG (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat

1.
PEREESHANIEUARTAS ENDANG UNRANG NOMARL TABUNF LN TEHTANG (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
L=

ketentuan sebagai berikut:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang
dipanggil paksa;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan
sebagaimana dimaksud pada hurufa; dan

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan ¢. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa
. permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR seba;,:mmna dimaksud
yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk padaayat (1). :
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dlmaksud pada ayat
Kesatuan Republik Indonesia; (4), Kepollsian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang

. tuk paling lama 30 (ti luh) Hari.
b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga R i i

perwaklilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana (6) Ketentuan lebih lanjut mengenaIbpcmang'gil'an paksa sebagaimana dimaksud
dimaksud -dalam huruf a, periu menata- Majelis- Permusyawaratan pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan -Daerah, dan diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”!
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat ! Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan
Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK
dalam masyarakat sehingga perlu diubah; Nomor 16/PUU-XVI/2018.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf «“* Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

a, huruf b, dan huruf ¢, perlt membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang



“Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah

Kehormatan Dewan bertugas:

melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota
DPR;

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem
pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila,
peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;

melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;

melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;

memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;

memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem
pendukung Pegawai Negeri Sipil;

menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
mengevaluasl pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;

mengambil - langkah hukum dan/atau langkah lain  terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan DPR dan anggota DPR;2

mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun
peraturan DPR; dan

menyusun rencana kerja dan anggaran setlap tahun sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menye]enggarakan urusan
rumah tangga DPR.” -

Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 245

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 122 huruf | bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tdak

mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomeor 16/PUU-XVI/2018.

«» Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan

dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden® setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.t

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila

anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.”

3

Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sechubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam
Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana
melalui Putusan MK Nomor 16 /PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Schingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak
pidana yang tidek sehubungan dengan pelaksanaan ru.;m sebagaimana dimaksud dalam Pusal 224
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

< Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.



LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6}

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), avat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3
Perubahan Kedua sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang
secara esensi- mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya
dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana
yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenanéah untuk itu di
samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Ke]akséan dan KPK,
sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum
akan ‘tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuall yang
berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa
alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide
Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga
kepolisian. :

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terleblh dahulu penting
bagi:Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebth cermat, maka
akan diperoleh fakta rumusan-norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) ._UU MD3.:Perubéhan' Kedua mefubékah ”‘ti'ri'd.ak lanjrut~ dari rumusan
norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2]‘UU MD3 P‘erL'x‘t;-al';ap Kedua. Oleh
karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah
secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya
mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan.
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis darf tata cara
pemanggilan seseorang dalam sebhuah rapat di DPR sebagalmana yang
dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa
ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri

suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua
tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam
Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang
berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai
keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam
setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam
batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara
jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang
dilakukan di DPR.

Bahwa-fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat
dilakukan penelusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya DPR dapat
menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang
yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga
kepolisian, sehingga dapat dijadlkan landasan oleh kepollsian untuk
ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya
penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan
penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan
DPR‘ya‘ng member| kemungkinan untuk memanggil setiap orané dalam setiap
rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempei‘timbangkan
sejauhmana .ke\venangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat
yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan
penyanderaan dimana ke\venang;n tersebut dlsﬁbstituslkan kepada lembaga
kepolisian. £

Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada
pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah
proses yang ada dalam penegakan hukum pldana dan telah pula Mahkamah
tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan
persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat Kalaupun
ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga
saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi

atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi
Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun.
Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada
lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar
mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih
lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian,
maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang
diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena
lembaga kepolisian sendiri sebagal institusi penegak hukum baru mendapatkan
kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan
untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli :dari lembaga
kepolisian.

Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang . penilaian
konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU
MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada
pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada
sejak Unda’ng-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakllan Daerah .dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014) sebelum ‘ada
perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.
Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majells Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa
badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan

diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak
angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003, ternyata amar putusannya
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara
tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada
saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggllan paksa dan
penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan
penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat Inl, dimana telah secara
rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan
ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah
yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah
dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak
dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawaéan dengan hak
angket Halini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan
Kedua yang hakikatnya adalah pemanggn]an setiap orang dalam rapat DPR tanpa
ada penegasan dalam’ konteks rapat apa’ pemanggilan tersebut dilakukan,
Dengan uraian pertimbangan tersebut di’ atas- Mahkamah tldak sependapat
dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR
lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut
merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh
lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru,
di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk
dimiliki DPR sebagal lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia)
[sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak
subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan
persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan
hukum. Oleh sebab f{tu apabila kemudian DPR ingin menggunakan
kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan
pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan
menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus
untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai
dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memeriukan kecermatan dan kehati-hatian
mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dlatur dalam Pasal 73
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki
masalah konstitusionalitas, batk permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat
DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum
maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya
mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera
sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU
MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang
menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal a
quo. Bllamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka
terlebih dahulu harus. Jelas “apakah forum rapat tersebut menjadi baglan
penegakan hhkuﬁ atau bukan. Sebab kewenangan DPR ‘urituk melakukan
penyelidikan 'd'alarﬁ hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu
apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil
penyelldikan melalul hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya Indikasi
atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan
penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut
dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan
permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah

sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanyva dapat melakukan panggilan paksa

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan
merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih
kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut
Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan
kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan
hukum. d

Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan
bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan
fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi
DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperjukan sebagai
penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan
selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting
memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem
presidensial akan tetapi selama Ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak
menghadlri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut
dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap
proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perbrangan yang
dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR
dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak
terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai
dengan'mekanisme hukum yang berlaku b

Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk
memanggil paksa. setiap orang ‘dan  melakukan penyanderaan semakin jelas
memiliki persoalan kons‘tituslonavlritas;_éehingga kekhawatiran yang berujung
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal
ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam

permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 hurufl

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV1/2018, MK memberlkan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua sebagai

berikut:

a. Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk “mengambil

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum”, hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan

posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR.

Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1)

2)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD
merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan
dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal,

.misalnya The Global Organizatior of Parliamentarians Against Corruption

(GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif
adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan
apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan
budaya politik. yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran,
transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik
tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku “ini der{gan sendirinya.
Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3
Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk
dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar
perilaku/etik bagi anggota DPR.

Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU
17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak

etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU
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3)

4)

5)

17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas
MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya
terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai
lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun
yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas
menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya
memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan
menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan
demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi
tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik
tetap dlbatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk
menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum
sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-

‘lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga

penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang j:)rofesi. Etika
profes! hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika
profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga
dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal
masing-masing profesi itu séjé. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak
terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang
dibentuk untuk menegaki(an kemungkinan terj;idlnya pelanggaran etik
dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan
penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga
tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam
penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di
luar penyandang profesi tertentu yang dlanggap merusak kehormatan atau
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku

ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
EADAN KEAHLIAN DPR RI

12



untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lemtaga penegak hukum
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan
kehormatan lembaga tersebut diperiuas hingga mencakup orang perorangan
atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan
menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang
tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan
rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf1 UU MD3 Perubahan
Kedua frasa “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain .."” dapat
ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal
yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga
seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran
demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga
penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapl juga menimbulkan

pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

b. Bahwa melalui Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD
diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah’ lainnya
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang
dibentuk untuk ‘menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai
lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan
sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum' terhadap orang
perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau- anggota
DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adala>h"1embaga penegak etik
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas
tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagal penjaga dan penegak
etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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2)

3)

menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata
lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana
DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah
hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau
mengajukan gugatan secara keperdataan,

Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi
sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala
perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan
kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia
norma hukum berikut mekanisme penegakannya, ‘sedangkan untuk
mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang
membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk:itu. Dalam
konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk
dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang
disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD
hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan
pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan
martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga
dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD
yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk
berpartisi’pasl dalam turut serta mencegah terjadin);a peiaimg'garan kode etik
yang dilakukan oleh anggota DPR. '

Bahwa lebth jauh, pefnberian tugas untuk mengambﬂ langkahlangkah
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang
bersangkutan merasa dan menilal martabat dirinya telah dilanggar oleh
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada
MKD melalui Pasal 122 huruf 1| UU MD3 Perubahan Kedua dapat
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut

menyebabian setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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4)

5)

dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara
anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-
olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan;
kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua
menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara
di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa
dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai
anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk
mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang
tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya
dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf| UU MD3 Perubahan
Kedua, pada satu sisi, menunjukkan babwa pemberian tugas kepada MKD
dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendir| bagi anggota
DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat
mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai
merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain,
norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

Bahwa sementara Itu, dari konstruksl perumusan normé,-apab(la suatu
perbuatan hendak dlatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya
dapat dikenakan sanksi hulcum, maka norma hukum yang mengatur
perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesual
dengan prinsip lex stricta dan lex certa. Dalam arti, harus’ jelas dan tidak
multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak
dilarang dan dlisertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam
sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya
terutama jlka menimbulkan konsekuensi pldana.

Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 hurufl UU MD3
Perubahan Kedua, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan
anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak

jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel
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6)

7)

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma
tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat
dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih
merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan
fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal
121A huruf b UU MD3 Peﬁnbahan Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan
dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang
melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang
dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau’ anggota DPR.
Dengan kata lain, hal demikian akan membuka  ruang terjadinya
kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa
menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam
hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan
as;ﬂrasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran
yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak
setiap’ warga negara untuk mendapatkan Kkepastian hukum dari setiap
regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.
Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah méndasarnya dalam
perumusan Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan
dengan frasa “mengambil Ianékah hukum”. Apakah-dengan frasa tersebut
berarti 'MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti
sendiri semua.tindakan atau ucapan masyarakat Yan‘g dinilai merendahkan
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada
Institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang
pasti berkenaan dengan hal Inl, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3
Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan “Cukup
jelas”. Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut mengarah

kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,
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c,

namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma
a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan
bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut adalah mengarah kepada
fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua tersebut
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian
dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil
alih fungsl- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga
MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan
hukum sebagaimana yang terjadl terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertimbangkan
sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma
Pasal 122 huruf] UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan
langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis,
seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila
langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.

Bahwa selain zlasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan

norma Pasal 122 huruf ] UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU

MD3 Perubahan’ Kedua dari rumusan yang terdapat dalam: Pasal 122 UU

17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 ”Perubhah'an Kedua tidak

saja mengﬁésér pgr:an MKD dari awalnya sebagal lembaga péﬁééak eﬂk internal

menjadi juga mencakup pihak eksternal, melalnkan juga telah’ menyebabkan
bergesernya subjek utama yang diatur sebagal pihak yang bertindak sebagal
pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang,
yaitu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama
yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama
sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD

1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan

-\

hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan
dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua,
perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD
dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada
MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122
huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan
antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materi muatan terkait MKD
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian
dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon
sebagaimana  diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah
permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf1 UU

MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai

berikut:

a.

Jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika
yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan
Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama
pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, ‘tindakan, atau kegiatan seorang
anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan t\igasv‘DPR atau semata-
mata merupakan hak dan kewenangan. konstitusional DPR dan/atau anggota
DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu bukan hénya dikesampingkan dari
kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari
kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak
imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a
quo, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan
Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3
Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari
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Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang
menyatakan, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Terhadap Pasal 245
ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusl telah menyatakan
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 76/PUU-X11/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah
menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional
bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu
perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah
Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggﬂ dan dimintaij
keterangan berkait dengan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

76/PUU-X11/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadl jelas, di

antaranya:

1) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai
anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional
kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu
dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang -memadai dan
proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan
dimintai keterang'm dalam rangka penyldlkan karena dugaan melakukan
tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis darl Preslden

3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya
dan tdak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis
terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak
pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

4) Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai
keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga

melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu

tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

d. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) uu

MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014
sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXI1/2014 di atas.

Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan

norma sebagaiiana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah

dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat
telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 76/PUU-XI11/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas

terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah ‘dimaksudkan

melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya
darl tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota .DPR dalam
melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah
dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3

Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana

diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak

konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya sebab
dengan rumusan demikian berarti:

1) hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya
Jika seorang anggota 'DPR dipanggil dan diminta keterangan dalam kerangka
proses penyldlkan sebagai tersangka suatu tlndak pldana melainkan juga
tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta Keterangan untuk hal
yanglainnya;

2) hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan
melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;

3) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya
persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh

keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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f.

pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat
dikeluarkan.

Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal

245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah

bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai

pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

1) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A
UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya
fungsi demikian.

2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas
demiklan meskipun hanya secara implisit .

3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekall tidak menyebutkan
adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit.

Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat

(1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245

ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena

kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR
yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar
belakang pembentukan MKD.

Meskipun Mahkamah sependapét dengan para Pemohon sehingga permohonan

para Pemohon berbalasan menurut hukum untuk sebagian yéitu bahwa norma

yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki
pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam
sebagian posita dan sebagian petiturm permohonan para Pemohon, namun
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau
hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa
syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota
DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan

tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

76/PUU-X11/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan
putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan

ini.
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Kegiatan 4: Tahapan 1

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DIINPUT PUTUSAN MK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kegiatan 4: Tahapan 2
Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK
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Kegiatan 5: Tahapan 2

Permohonan Pembuatan Sub Tab Baru Dalam Tab Produk Di Website Puspanlak UU

Nama : Reza Azhan, S.1., LLM

NIP : 198807182018012001

Jabatan : Analis Hukum

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

I. Aktualisasi yang akan dibuat adalah produk baru di website Puspanlak UU, yang bemama
Kompilasi UU Pasca Putusan MK Posisi tampilan berada di 'ab Produk> Kompilasi UU Pasca
Putusan MK

L Lot

2. Tampilan Sub Tab UU Yang Diubah Oleh Putusan MK akan serupa dengan tampilan Rancangan
Undang-Undang di Tab Produk www. pusatpuu dpr.eo.id

SR e T A b T O Dt T ORI

3. Dalam halaman Kompilasi UU Pasca Putusan MK tersebul, ada tampilan cover di sebelah ki,
nama Undang-Undang sebagai sub judul di sebelah tengah bagian atas, Keterangan sebagai

desknpst, dan di paling bawah update terakhir: untuk perbaharui tanggal update.

4. Di pojok kanan ada file attachment pdf yang bisa diunduh bebas. Diharapkan dapat dihitung berapa

kali diunduh.

Tanggal Konsultasi Mentor: 19 Juli 2018

Disctujui Mentor:

Poedji Poerwanti, S.H., M. H.
NIP. 196811032000032004
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Kegiatan 6: Tahapan 2

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
- BADAN KEAHLIAN DPR RI

PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG
YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

RAPAT KOORDINASI
DALAM RANGKA AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Al

RAPAT KOORDINASI

Latar Belakang

Rangkaian Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) oleh
PKP2A T LAN Jatinangor dilakukan dalam tiga tahap vaitu internalisasi, aktualisasi dan
evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan
aktualisasi untuk merealisasikan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan dan
divjikan saat tahap internalisasi sebelumnya, dan okan menjadi salah satu materi vang
diujikan dalam tahap evaluasi aktualisasi.

Aktualisasi yang dirancang adalah pembangunan produk digital vang diberi judul
“Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”

di website www.puspanlakuu dpr.goid. Aktualisasi ini sebagai salah satu upaya dalam

membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari
tervensi politk, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarskat dan mampu menjalankan peran
scbagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasile dan UUD
NRI Tahun 1945.

Produk digital “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi” di website wwiv.puspanlakundpr.go.id merupekan inovasi

pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi analis hukum yaitu mengelola
database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK, serta database Undang-
Undang yang diubah dengan putusan MK. Diherapkan aktualisasi ini dapat
memberikan masukan untk penyusunan Proglam Legislasi Nasional kepada anggota
DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat

pada umumnya.

Tujuaan

Rupat koordinasi ini ditujuken agar pembangunan produk digital “Pasal/Ayat Undang-
Undang Yeng Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi® di  website
www.puspanlakue.dpr.go.id dapat menjadi salsh satu produk unggulan dan dapat
dilunjutkan oleh seluruh analis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI.



http://WWW.Duspanlukuu.dDr.go.id

C. Waktu

Rapat koordinasi ini dilukukan pada hari Rabu, 12 September 2018 bertempat di Ruang
Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

D. Produk Digital “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi” di website www.puspanlakuu.dpr.go.id

1. Letak produk digital ini berada di website www.puspanlakuu.dpr.go.id> sub tab

Produk yang terakhir.
;z-n—&é:’::m;.-!u o trerenves s LTNERL e e VRS W ey S i R A R < A e
b Gl e e i % w )

R e, 23 T RETAL- S . & Sy R

3. Untuk masuk pada halaman detail, sila pilih produk “Pasal/Ayat Undang-Undang
Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” pada poin nomor 1 diatas.

25 AR

5. Pada tampilan halaman detail terdaput 3 (lima) komponen:
a. Judul Undang-Undang
b. Cover dokumen

¢. Deskripsi dokumen yang memuat narasi singkat dokumen dan isi pasal/ayat
yang dibatalkan oleh Putusan MK,

d. Keterangan waktu “update terakhir” yang menampilkan waktu pemutakhiran
data terakhir.

o

Dokumen yang dapat diunduh dengan akses terbatas untuk copy dan edit
dengan format {ile .pdf.

6. Hingga saat ini sudah 7 (wujuh) undang-undang yang dapat diakses pada halaman
detail tersebut yaitu UU Pemilu 7/2017, UU LPS 24/2004, UU Pajak Perubahan
Ketiga 28/2007, UU SPPA 11/2012, UU Praktik Kedokteran 29/2004, UU MD3
Perubahan Kedua 2/2018 dan UU MK 24/2003. Pemilihan ketujuh undang-undang
tersebut adalah berdasarkan pada seluruh Putusan MK yang dikabulkan pada tahun
2018.

E. Input data “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi” melalui Portal DPR RI

au

4


http://www.nusnanlakuu.Jnr.ggid
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1. Pada halaman beranda Porta

sebelah kin.

o

. Pada halaman Puspanlak UU Admin, masuk aplikasi melalui tab Menu> Produk>
Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK di paliing bawah.

3. Pada halaman detail aplikasi “Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK”,
terdapat daftar undang-undang yang sudali diunggah. Daftar tersebut dapat ditambah,
direvisi, maupun dihapus melalui pilihan vang ada.

4. Untuk menambahkan undang-undang baru, pilih opsi “Tambah Pasal/Ayat UU Yang
Dibatalkan Melalui Putusan MK” di sebelah kanan atas yang berwarna hijau. Setelah
masuk, terdapat tampilan sebagai berikut:

RIS e o R S L T NI G T e i e

Pasal/Ayat UU Yang Dibatatkan Melaiul Putusan MK
Lo e

Uedaa wemany

| aoner JRISTE

5. Tambahkan judul undang-undang dengan kolom yang sudah di serting aute complete
Daftar undang-undang yang tampil adalah sesuai yang ada di JDIH DPR RL

6. Setelah itu masukkan juga deskripsi dokumen yang akan diunggah, deksripsi berisi
narasi singkat isi dokumen dan daftar pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK
Setelah itu klik “Simpan™

77w Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalul Putusan MK
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7. Setelah disimpan, maka akan muncul opsi baru sebagai berikut:



Edit Pasal/Ayat UU Yang Dibstelkan Mekilul Putusan MK
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8. Terdapat tiga pilihan untuk file unggah “Cover”, “File Publik” untuk menampilkan 12, KIik “Simpan” untuk melengkapi semua keterangan dokumen.
dokumen yang dapat diunduh bebas, dan “File Internal” yang hanya dapat diunduh
terbatas oleh internal Puspanlak. Untuk aplikasi ini, cukup mengunggah dokumen

padaiops “Cover” dan"File bl detelah i Klik. " Siopen”, F. Contoh dokumen “Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

9. Selanjutnya untuk menambahkan data Penulis, klik opsi “Tambah Penulis™ di sebelah

: s 1. Cover/Halaman Judul
kanan bawah, dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

RN
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UNDANC-UNDANG NOMOR 2 TANUN 2018
TANTANG PERUBANAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAMUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN FLAWAKILAN DAERAN. DAN |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>